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Penelitian ini berjudul Tanggung Jawab Terhadap Hilangnya Barang 
Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Ups Payung Sekaki 
Pekanbaru. Kejadian yang dialami oleh karyawan Pegadaian Ups Payung Sekaki 
yaitu Wenni Afriyana Siregar yang akan mengantarkan barang hasil gadai ke 
Kantor Pegadaian di Jalan Ahmad Yani Pekanbaru di tengah jalan karyawan ini di 
pepet oleh dua OTK (Orang Tidak Dikenal) yang membawa senjata tajam dan 
berhasil merampas serta membawa kabur barang jaminan gadai tersebut. 
Akibatnya pihak Pegadaian mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. 
Dalam hal ini, pihak pegadaian bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi 
sesuai dengan Pasal 1157 KUHPerdata dan juga dengan ketentuan dari pihak 
Pegadaian. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab 
pihak PT. Pegadaian (PERSERO) terhadap hilangnya barang jaminan gadai pada 
PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru, dan 
mengetahui akibat hukum perjanjian gadai pada PT. Pegadaian (PERSERO) 
terhadap hilangnya barang jaminan gadai di PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah 
Ups Payung Sekaki Pekanbaru. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 
penelitian sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung ke 
lapangan, Adapun metode pengumpulan data adalah melalui  observasi, yaitu 
mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung, wawancara 
yaitu mengumpulkan data dengan cara tanya jawab dan studi pustaka yaitu 
mengumpulkan informasi yang didapat dari buku-buku, karya ilmiah, disertasi 
dan lainnya. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah  metode kualitatif 
sedangkan metode penarikan kesimpulan adalah menggunakan metode deduktif.  
Dari hasil penelitian ini terhadap tanggung jawab pihak PT. Pegadaian 
terhadap hilangnya barang nasabah bisa diselesaikan dengan baik walaupun dalam 
prosesnya tidak semua nasabah yang menerima dengan bentuk pertanggung 
jawaban yang di berikan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero). Dengan adanya 
peristiwa hilangnya barang jaminan nasah, maka akibat hukumnya yaitu batalnya 
suatu perjanjian bila salah satu syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjiannya batal 
bukan demi hukum, tetapi salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. 
Maka dapat disimpulkan bahwa pihak PT. Pegadaian (PERSERO) bertanggung 
jawab terhadap kerusakan atau hilangnya barang jaminan nasabah yaitu dengan 
memberikan ganti kerugian sebesar 95% dari nilai taksiran barang dan bentuk 
penggantiannya bisa berupa nominal atau diganti dengan barang yang sama sesuai 
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A. LATAR BELAKANG  
Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti manusia membutuhkan 
manusia yang lain untuk saling berinteraksi dalam kehidupan. Hal ini disebabkan 
manusia itu cenderung mempunyai keinginan untuk selalu hidup bersama. 
Meskipun demikian, manusia merupakan individu mandiri yang mempunyai 
kepentingan dan kehendak yang terkadang sama dan sering pula berbeda.
1
 
Dalam hubungan antar manusia persamaan ataupun perbedaan kehendak 
dan kepentingan merupakan hal yang lumrah terjadi. Dalam hal memenuhi suatu 
kepentingan seringkali membutuhkan orang lain untuk membantu pemenuhan 
tersebut. Salah satunya dengan gadai. Gadai merupakan salah satu bentuk 
penjaminan dalam perjanjian pinjam meminjam. Dalam prakteknya penjaminan 
dalam bentuk gadai merupakan cara pinjam meminjam yang dianggap paling 
praktis oleh masyarakat. Praktik gadai dapat dilakukan oleh masyarakat umum 
karena tidak memerlukan suatu tertib administrasi yang rumit dan tidak juga 
diperlukan suatu analisa kredit yang mendalam.  
Perum Pegadaian (Perusahaan Umum Pegadaian) merupakan lembaga 
perkreditan non Perbankan yang dikelola pemerintah yang kegiatan utamanya 
memberikan pinjaman uang atau kredit atas dasar hukum gadai. Penyaluran uang 
pinjaman tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat 
                                                             





sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dan tidak 
menimbulkan masalah yang baru bagi peminjam setelah melakukan pinjaman di 
Pegadaian. 
Gadai menurut Pasal 1150 KUHPerdata, adalah suatu hak yang 
diperolehkan berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya 
oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan 
kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang 
tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya.
2
 
Pengertian gadai yang tercantum dalam Pasal 1150 KUHPerdata ini sangat 
luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, 
tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya 
dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan 
kewajibannya.3  
Selain itu beberapa perumusan tentang gadai juga dikemukakan oleh 
beberapa ahli hukum sebagai berikut: 
a. Salim HS menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gadai adalah 
suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur di  mana 
debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur untuk menjamin 
pelunasan suatu hutang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan 
prestasinya. Dalam definisi ini, gadai dikonstruksikan sebagai 
perjanjian accesoir (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah 
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perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. 
Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang 
telah dijaminkan oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan 
pelelangan untuk melunasi hutang debitur. 
b. Wirjono Prodjodikoro mengartikan gadai sebagai suatu hak yang 
didapat oleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang 
kepadanya diserahkan oleh si berhutang atau seorang lain atas 
namanya, untuk menjamin pembayaran hutang, dan yang memberi hak 
kepada si berpiutang untuk dibayar lebih dulu daripada  berpiutang 
lain, diambil dari uang pendapatan-pendapatan barang  itu.
4
 
Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-
barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan 
barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian 
antara nasabah dengan lembaga gadai.
5
 
Perjanjian kredit gadai antara penerima gadai (Perum Pegadaian) dan 
pemberi gadai (Nasabah) ini dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK), yang 
mana SBK tersebut juga berfungsi sebagai kuitansi. SBK merupakan bentuk 
Perjanjian Standar (baku) yaitu suatu persetujuan tertulis yang dibuat oleh salah 
satu pihak mengenai suatu hal yang isinya telah ditentukan secara standar (baku). 
Pada saat perjanjian ini ditandatangani nasabah maka ia harus 
menyerahkan jaminan kepada Perum Pegadaian. Jaminan tersebut berupa benda 
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bergerak seperti perhiasan, kendaraan bermotor, elektronik dan sejenisnya. 
Jaminan ini penting  demi menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum 
bagi Perum Pegadaian dalam mendapatkan kembali atau mendapatkan kepastian 
mengenai pengembalian uang pinjaman yang telah diberikan oleh Perum 
Pegadaian kepada nasabah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan 
disepakati bersama.  
Diadakannya suatu perjanjian maka para pihak yang melakukan perjanjian 
menerima segala akibat hukum yang timbul yakni adanya ikatan yang sangat erat 
antar pihak. Ikatan yang dimaksud adalah timbulnya hak dan kewajiban baik 
secara sepihak maupun secara timbal balik.  
Hak adalah wewenang yang diberikan hukum subyektif  kepada subyek 
hukum. Kewenangan untuk berbuat sesuatu itulah yang disebut hak. Dengan kata 
lain hak adalah tuntutan sah, agar orang lain bersikap tindak dengan cara-cara 
tertentu. Hak dan  kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang telah 
disepakati oleh para pihak merupakan suatu hubungan hukum yang terjalin antar 
pihak. Dimana diharuskan adanya pemenuhan prestasi sesuai dengan yang telah 
diperjanjikan.  
Hal ini mengartikan bahwa salah satu pihak berhak menuntut atas 
pemenuhan prestasi tersebut, dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan 
prestasi yang dilakukan oleh pihak sebelumnya. Pasal 1234 KUH Perdata 
menegaskan bahwa:  
“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat 




Berdasarkan tiga cara pelaksanaan kewajiban (prestasi) tersebut, dengan 
sendirinya dapat diketahui bahwa wujud prestasi itu dapat berupa: Barang, jasa 
(berupa tenaga atau keahlian), dan tidak berbuat sesuatu. Oleh karena itu, prestasi 
tidak lain adalah kewajban yang harus dipenuhi/ ditunaikan oleh debitur kepada 
kreditur yang terdapat di dalam setiap perikatan. Dimana prestasi itu biasa juga 
disebut dengan obyek perikatan yang merupakan hak kreditur untuk menuntutnya 
kepada debitur, dan kewajiban bagi debitur untuk memenuhi tuntutan itu. 
Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi prestasi disebut dengan 
wanprestasi yang berarti kealpaan, kelalaian atau tidak memenuhi kewajibannya 
seperti yang telah diperjanjikan. Tidak dipenuhinya kewajiban (wanprestasi) 
dalam suatu perikatan dapat disebabkan dua hal, yaitu:  
a. Disebabkan karena kesalahan kreditur, baik karena kesengajaan maupun 
karena kelalaiannya; 




Tidak dipenuhinya prestasi oleh kreditur dikarenakan force majeure adalah 
keadaan dimana kreditur tidak dapat melaksanakan/menunaikan prestasi di 
sebabkan suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar dugaan dan di luar 
kemampuan kreditur sehingga kreditur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap 
kejadian tersebut.  
Dalam hal ini kreditur tidak memenuhi prestasi bukan karena kealpaan 
atau kelalaian ataupun kesengajaan, melainkan karena terjadinya force majeure 
sehingga kreditur tidak dapat dijatuhi hukuman.  
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Di dalam hukum perdata dikenal hak kebendaan yang bersifat memberi 
kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Hak 
kebendaan yang bersifat memberi jaminan itu salah satunya adalah gadai.
7
 
Mengenai gadai diatur dalam Buku II Bab 20 Pasal 1150 KUH Perdata yang mana 
definisi gadai adalah suatu hak yang diperoleh penerima gadai atas suatu barang 
bergerak, yang diberikan kepadanya oleh pemberi gadai atau orang lain atas 
namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan 
kepada penerima gadai untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut terlebih 
dahulu dari penerima gadai-penerima gadai lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk 
melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara 
benda-benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan. 
Dari defenisi gadai dalam Pasal 1150 KUHPerdata jelas terlihat bahwa 
gadai adalah suatu hak atas benda bergerak milik orang lain, yang tujuannya 
hanya sebagai jaminan tertentu bagi suatu pemenuhan suatu tagihan dari macam 
apapun. Jadi benda itu merupakan jaminan pelunasan bagi pemenang gadai.  
Kejadian dialami karyawan Pegadaian, Jalan Dharma Bakti (Sigunggung), 
kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, bernama Wenni Afriyana Siregar. Saat itu 
korban Wenni Afriyana Siregar yang akan mengantar barang hasil gadai ke 
Kantor Pegadaian Jalan Ahmad Yani Pekanbaru yang berupa emas, dua 
handphone dan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditaruh di 
dalam tas dan dibawa dengan sepeda motor. Namun saat melintas di Jalan Gotong 
Royong Kecamatan Payung Sekaki, korban di pepet oleh dua OTK (Orang Tidak 
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Dikenal) menggunakan senjata tajam menyuruh agar korban Wenni Afriyana 
Siregar berhenti. Lalu OTK (Orang Tidak Dikenal) tersebut merampas dan 
membawa kabur barang jaminan gadai tersebut. Akibat kejadian itu, pihak 




Permasalahan yang timbul yaitu terkait dengan tanggung jawab pihak 
Pegadaian terhadap barang jaminan yang hilang itu dan bagaimana pihak 
Pegadaian mengatasi permasalahan tersebut sehingga para nasabah tidak merasa 
dirugikan. Para nasabah tentu tidak ingin merasa dirugikan atas kejadian itu dan 
menuntut pihak Pegadaian untuk mengganti kerugian para nasabah. Hal ini 
menjadi penting karena PT. Pegadaian (Persero) didirikan dengan tujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang “TANGGUNG JAWAB PIHAK PT.PEGADAIAN 
(PERSERO) TERHADAP HILANGNYA BARANG JAMINAN GADAI DI PT. 
PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH UPS PAYUNG SEKAKI PEKANBARU” 
B. Batasan Masalah 
 Untuk membatasi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka 
penulis membatasi permasalahan ini tentang bagaimana tanggung jawab atas 
hilangnya barang jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Ups 
Payung Sekaki Pekanbaru. 
 
                                                             




C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana tanggung jawab pihak PT. Pegadaian terhadap hilangnya barang 
jaminan gadai di PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah Ups Payung Sekaki 
Pekanbaru? 
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian gadai PT. Pegadaian terhadap 
hilangnya barang jaminan gadai di PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah Ups 
Payung Sekaki Pekanbaru? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian: 
1) Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pihak PT. Pegadaian 
terhadap hilangnya barang jaminan gadai pada PT. Pegadaian (PERSERO) 
Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru 
2) Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian gadai pada PT. Pegadaian 
terhadap hilangnya barang jaminan gadai di PT. Pegadaian (PERSERO) 
Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru 
2. Manfaat Penelitian: 
1) Manfaat Teoritis 
a. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti dalam memahami dan 
mendalami ilmu yang diperoleh selama studi serta dapat menambah 
pengetahuan dan pengalaman khususnya tentang tanggung jawab pihak 
Pegadaian terhadap hilangnya barang jaminan nasabah. 
b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan peneliti terhadap 
manfaat dalam proses dan pelaksanaan tanggung jawab oleh pihak 




2) Manfaat Praktis 
a. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan 
gelar sarjana hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
b. Bagi masyarakat dapat menambah pengetahuan mengenai masalah dan 
penyelesaian perjanjian yang dalam proses pelaksanaan tanggung jawab 
pihak Pegadaian atas hilangnya barang jaminan nasabah.  
E. Metode Penelitian 
1) Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum 
sosiologis adalah penelitian ilmiah merupakan investigasi fenomenal secara 
sistematis, terkontrol, empiris dan kritis dipandu oleh teori dan hipotesis 
tentang hubungan antara fenomena yaitu penelitian yang dilakukan langsung 
kelapangan dan studi kepustakaan dengan melakukan observasi atau 
pengamatan dan dilanjutkan dengan wawancara.
9
 Dilihat dari segi sifatnya, 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang 
menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan 
atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi 
tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat. 
2) Lokasi Penelitian 
Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah pada PT. Pegadaian 
(persero) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru. Adapun alasan penulis 
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memilih lokasi ini adalah karna penulis ingin mengetahui bagaimana tanggung 
jawab pihak Pegadaian terhadap barang jaminan nasabah yang hilang di PT. 
Pegadaian (PERSERO) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru 
3) Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Pegadaian (persero) 
Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru. Sedangkan objek dari penelitian ini 
yaitu tanggung jawab pihak Pegadaian terhadap hilangnya barang jaminan 
gadai pada PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru  
4) Populasi dan Sampel 
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang 
sama.
10
 Dalam penelitian populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh 
elemen atau anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau 
keseluruhan dari objek penelitian. Sampel sejumlah anggota yang dipilih dari 
poulasi.
11
 Populasi dalam penelitian ini adalah Pengelola PT. Pegadaian 
(persero) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru sebanyak 1 orang, Kasir PT. 
Pegadaian (persero) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru sebanyak 1 orang, 
dan nasabah pada PT. Pegadaian (persero) Syariah Ups Payung Sekaki 
Pekanbaru sebanyak 8 orang nasabah.  
Adapun teknik pengambilan sampel yang dilakukan penulis yaitu tekhnik 
purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan atas 
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pertimbangan tertentu dari peneliti.
12
 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
tabel dibawah ini: 
No Responden Populasi Sampel Persentase 
1 Pengelola PT. Pegadaian (persero) 
Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru 
1 1 100% 
2 Kasir  PT. Pegadaian (persero) Syariah 
Ups Payung Sekaki 
1 1 100% 
3 Nasabah PT. Pegadaian (persero) 
Syariah Ups Payung Sekaki 
8 8 100% 
 Jumlah 10 18 100% 
Sumber: PT. Pegadaian (Persero) Syariah Ups Payung Sekaki 
5. Sumber Data 
Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengklarifikasikan sumber data 
dalam  jenis, yaitu: 
a. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari observasi, 
dan wawancara dengan karyawan dan PT.Pegadaian(persero) Syariah 
Unit Payung Sekaki Pekanbaru yang berkaitan dengan penelitian ini. 
b. Data Skunder, adalah data yang diperoleh dari literatur kepustakaan 
seperti buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan judul 
penelitian. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpula data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan 
tahapan berikut: 
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a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan 
langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata 
tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.
13
 
b. Wawancara, yaitu komunikasi antara dua orang atau lebih yang 
melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang 
lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan-
tujuan tertentu.
14
 Metode pengumpulan data dengan melakukan tanya 
jawab, yang dikerjakan secara sistematis, berdasarkan tujuan penelitian. 
Umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik. Pada penelitian ini 
penulis menggunakan teknik wawancara yang disusun secara terperinci 
yang langsung diajukan kepada karyawan dan nasabah gadai emas. 
c. Studi kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan peneliti untuk 
menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang 
akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku 
ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, laporan penelitian,karangan 
ilmiah, disertai peraturan-peraturan ketetapan-ketetapan, dan lain 
sebagainya. 
7. Analisis Data 
Setelah data diperoleh, maka data tersebut selanjutnya diolah kemudian 
dilakukan analisis. Analisis data ini penting artinya karna dari analisis ini data 
yang diperoleh dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam 
memecahkan masalah penelitian. 
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Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 
komparatif dengan cara mendeskripsikan keadaan obyek penelitian yang 
sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan yang 
dihadapi oleh obyek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang 
ada pada saat itu untuk selanjutnya dideskipsikan.  
Maka dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang Tanggung 
Jawab Atas Hilangnya Barang Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian (PERSERO) 
Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka diperlukan 
sistematika penulisan untuk penelitian ini, adapun sitematika penulisan adalah 
sebagai berikut:  
BAB I : PENDAHULUAN 
 Berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, 
analisa data, dan sistematika penulisan. 
 BAB II  :GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  
  Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang lokasi 
penelitian. 
 BAB III :TINJAUAN PUSTAKA 
  Pada bab ini menggambarkan tentang teoristis mengenai 




asas-asas hukum perjanjian, tinjauan umum tentang gadai, 
dan jaminan gadai. 
 BAB IV  :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Dalam bab ini berisi tentang tanggung jawab pihak PT. 
Pegadaian (Persero) terhadap hilangnya barang jaminan 
gadai di PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah Ups Payung 
Sekaki Pekanbaru 
 BAB V  :KESIMPULAN DAN SARAN 







GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
A. Sejarah Pegadaian 
a. Sejarah PT.Pegadaian (Persero) 
   Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintahan Penjajahan 
Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Lenning yaitu lembaga keuangan 
yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali 
didirikan di Batavia tanggal 20 Agustus 1746 pada saat Inggris mengambil 
alih pemerintahan (1811-1816) Bank Van Lenning milik pemerintah 
dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha 
Pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah setempat.
15
 
   Pada saat Belanda berkuasa kembali dikeluarkan Staatblad No. 131 
tanggal 2 Maret1901 didirikan pegadaian pertama di Sukabumi (Jawa 
Barat), Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang 
tahun Pegadaian. Sejak awal kemerdekaan, Pegadaian dikelola oleh 
Pemerintah dan beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan 
Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan PP.No.10/1990 
(yang diperbaruhi dengan PP.No.103/2000 berubah menjadi PERUM 
hingga sekarang. Bagian perubahan telah berubah fungsi namun pihak 
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   Kini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun. Manfaatnya 
semakin dirasakan oleh masyarakat kalangan menengah dan bawah. Kantor 
pusat Pegadaian berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor daerah, 
kantor perwakilan daerah dan kantor cabang.   
b. Sejarah PT.Pegadaian (persero) Syariah Unit Payung Sekaki Pekanbaru 
  Dikeluarkannya UU No.7 tahun 1992 dan penyempurnanya 
menjadi UU No.10 tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan yang 
didalamnya mengatur tentang perbankan syariah memberi peluang 
berdirinya lembaga keuangan syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil. 
  Namun demikian meskipun lembaga keuangan islam sudah cukup 
lengkap, kebanyakan lembaga-lembaga tersebut dimanfaatkan oleh umat 
islam yang mempunyai ekonomi yang cukup baik, sedangkan mayoritas 
umat islamyang ekonominya lemah belum bisa merasakan manfaat nyata 
dari keberadaan lembaga tersebut. 
  Berkembangnya Perbankan dan Lembaga keuangan syariah, 
merupakan peluang pasar baru bagi Pegadaian yang masih menggunakan 
sistem konvensional, yaitu sistem bunga. Perum Pegadaian yang 
merupakan lembaga keuangan non Bank sekitar tahun 2000 mengadakan 
studi banding ke Malaysia, untuk mempelajari kemungkinan berdirinya 
lembaga gadai syariah di Indonesia,di Malaysia nama lembaga tersebut 
adalah Ar Rahnu, beroprasi sudah lama dan milik pemerintah. 
                                                             




  Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang 
dilaksanakan oleh Perum Pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini 
didasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara 
Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan 
melayani nasabah Bank Muamalat Indonesia maupun nasabah Pegadaian 
yang ingin memanfaatkan jasa dengan menggunakan prinsip syariah. 
Dalam perjanjian musyarakah ini, BMI yang memberikan modal bagi 
berdirinya Pegadaian syariah, karna untuk mendirikan lembaga keuangan 
syariah modalnya juga harus diperoleh dengan prinsip syariah pula. 
Sedangkan Perum Pegadaian yang menjalankan operasionalnya dan 
penyedia sumber daya manusia dengan pertimbangan pengalaman Perum 
Pegadaian dan pelayanan jasa gadai. 
  PT.Pegadaian Syariah Unit Payung Sekaki adalah bentuk dari 
pengembangan pembukaan kantor cabang yang menjawab kebutuhan 
konsumen muslim yang menginginkan transaksi pinjam meminjam sesuai 
dengan ketentuan syariah, Pegadaian Syariah Unit Payung Sekaki Kota 
Pekanbaru berdiri pada tanggal 28 November 2008 yang ditetapkan 
berdasarkan  keputusan pimpinan wilayah Perum Pegadaian Pekanbaru No. 
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B. Visi dan Misi Pegadaian 
a. Visi Perum Pegadaian 
Pegadaian pada tahun 2015 menjadi “champion” dalam pembiayaan 
mikro dan kecil berbasis gadai bagi masyarakat. Untuk memberi 
kemudahan bagi pengusaha mikro dan kecil karna terbukti bahwa 
mereka inilah yang dapat bertahan menghadapi krisis global yang 
melanda dunia tahun 1997 yang lalu. peranan usaha mikro dan kecil 
perlu lebih ditingkatkan dengan ketersediaannya pendanaan yang cepat 
dan aman yang disediakan Pegadaian.  
b. Misi Perum Pegadaian 
Perum Pegadaian merumuskan visi perusahaan menyangkut batasan 
bidang bisnis yang akan digarap sasaran pasar yang dituju dan upaya 
meningkatkan kemanfaatan Perum Pegadaian. Rumusan misi Perum 
Pegadaian dinyatakan dengan kalimat: 
1. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan 
rakyat khususnya golongan menegah kebawah dengan 
memberikan solusi keuangan terbaik melalui penyaluran 
pinjaman kepada usaha skala mikro dan mengah atas dasar 
hukum gadai. 
2. memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan 








C. Stuktur Organisasi  
  Struktur organisasi perusahaan merupakansuatu kerangka usaha 
dalam menjalankan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan 
dilakukan. Organisasi dapat dianggap sebagai wajah untuk mencapai tujuan 
tertentu, mengetahui fungsi dan tugas dalam setiap pekerjaan untuk 
mencapai tujuan organisasi. Pembentukan struktur organisasi ini 
dimaksudkan agar wewenang dan tanggung jawab dapat dibagi sehingga 
suatu pekerjaan mulai dari awal sampai akhir tidak dikerjakan oleh satu 
orang, agar pembagian wewenang dan tanggung jawab ini dapat 
menciptakan suatu sistem pengawasan intern diperusahaan tersebut. 
 
STRUKTUR ORGANISASI 
PT.PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH UPS  







Sumber: PT.Pegadaian (Persero) Syariah Ups Payung Sekaki Pekanbaru 
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PENGELOLA UNIT 










 Struktur organisasi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Payung Sekaki 
Pekanbaru terdiri dari :  
1. Pimpinan Unit 
Pimpinan cabang adalah merencanakan, mengorganisasikan, menyeleng-
garakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan 
usaha gadai. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pimpinan cabang 
mempunyai tugas: 
a. Menyusun rencana kerja serta anggaran kantor berdasarkan acuan yang 
telah ditetapkan. 
b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan 
mengendalikan oprasional usaha gadai dan usaha lain, 
c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan 
mengendalikan oprasional UPS 
d. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan 
mengendalikan penatausahaan barang jaminan bermasalah. 
e. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan 
mengendalikan pengelolaan modal kerja 
f. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan 
mengendalikan pengelolaan administrasi serta pembuatan laporan 
kegiatan oprasional kantor cabang. 
g. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan 
mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana , serta 




h. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan 
mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.  
i. Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar 
berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan. 
2. Fungsional  
a. Tugas Kasir 
1) Merangkap transaksi kasir; 
2) Pengelola tata usaha  (mengarsip dokumen atau pengarsipan); 
3) menyimpan barang jaminan nasabah ditempat yang aman dan baik. 
b. Tugas Penaksir 
1) Melaksankan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui 
mutu dari nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka 
menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman; 
2) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jamianan yang akan 
dilelang, untuk mengetahui mutu dari nilai, dalam rangka menentukan 
harga dasar barang yang akan dilelang; 
3) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan 
agar terjamin keamanannya. 
c. Pengelola UPS  
Pengelola UPS adalah untuk mengkoordinasikan, melaksanakan dan 
mengawasi kegiatan oprassional, mengawasi administrasi, keuangan, 
keamanan, ketertiban dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan. untuk 




1) Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan 
oprasional; 
2) Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jamianan setelah 
jatuh tempo; 
3) Melaksanakan pengawasan secara uji dan terpprogram terhadap 
barang jaminan yang masuk; 
4) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi 
kegiatan sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban, kebersihan serta 
pembuatan laporan kegiatan oprasional; 
5) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui 
mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka dan 
menetapkan golongan taksiran dan uang jaminan; 
6) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan 
agar terjamin keamannya. 
d. Kasir 
1) Menaksir barang jaminan nasabah untuk dapat dijadikan dasar 
peminjaman yang dapat diberikan pada nasabah; 
2) Mengelola transaksi; 
3) Menangani bagian wanprestasi; 
4) Survey lapangan serta penerima uang setoran pengembalian dan 
pinjaman serta pembiayaan lainnya. 
e. Pengelola 
Fungsi pengelola adalah mengurus gudang barang jaminan emas dan 




mengeluarkan serta mengadministrasikan barang jaminan dan dokumen 
sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan 
serta keutuhan barang jaminan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, 
pengelola mempunyai tugas: 
1) Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan 
barang jaminan emas, agar tercipta keamanan dan keutuhan barang 
jaminan 
2) Menerima barang jaminan emas dan perhiasan dari menejer atau 
pimpinan cabang 
3) Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan untuk keperluan 
pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain 
4) Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan, agar barang 
jaminan dalam keadaan baik dan aman 
5) Melakukan pencatatan mutasi penerimaan atau pengeluaran barang 
jaminan yang menjadi tanggung jawabnya. 
6) Melakukan perhitungan barang jaminan yang menjadi tanggung 
jawabnya secara terprogram sehingga keakuratan saldo buku gudang 
dapat dipertanggung jawabkan. 
7) Melakukan penyimpanan dokumen kredit usaha lain 
8) Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap keadaan gudang 
penyimpanan barang jaminan 
9) Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubik dan 





10) Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk 
keperluan penebusan, pemeriksaan oleh agen atau keperluan lain 
11) Melakukan pencatatan dan penambahan atau pengurangan barang 
jaminan yang menjadi tanggung jawabnya 
12) Melakukan penghitungan barang jaminan yang menjadi tanggung 






                                                             






A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab 
1. Pengertian Tanggung Jawab  
Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan 
kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada 
pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang 
umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan 
kewajiban pada orang lain. 
20
  
Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah 
konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang 
bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul 
tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila 
perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
21
  
Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum 
menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu 
perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti 
bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang 
bertentangan. 
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Teori tradisional dibedakan dua jenis tanggung jawab (pertanggung 




Situasi tertentu, seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan 
perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu 
bukanlah kesalahannya. Hal semacam ini dikenal dengan sebagai tanggung jawab 
atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Teori tanggung jawab berdasarkan 
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain tersebut dapat dibagi 
dalam 3 (tiga) ketegori sebagai berikut: 
a. Tanggung jawab atasan 
b. Tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam 
tanggungannya 
c. Tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah 
tanggungannya. 
KUHPerdata menjelaskan beberapa pihak yang harus menerima tanggung 




a. Orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas tidakan yang dilakukan 
oleh anak-anak di bawah tanggungannya atau di bawah perwaliannya. 
b. Majikan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya. 
c. Guru bertanggung jawab atas muridnya. 
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d. Kepala tukang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerja 
yang berada dibawahnya. 




f. Pemilik gedung bertanggung jawab atas ambruknya gedung kerena kelalaian 








1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (Liability based on 
fault) 
Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata 
khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Secara umum, asas tanggung 
jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk 
mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang 
yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.
27
  
Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah defenisi tentang 
subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas vicarious 
liability dan corporate liability. 
Vicarious liability mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab 
atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang 
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dibawah pengawasannya. Corporate liability memiliki pengertian yang sama 
dengan vicarious liability. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu 




Persoalan semacam ini tidaklah sederhana, karena dalam praktek belum 
tentu setiap pengangkut bersedia akan mengakui kesalahannya. Jika demikian, 
maka pihak penumpang, pengirim atau penerima barang atau pihak ketiga tidak 
boleh bertindak sepihak dan harus dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi 
karena kesalahan pengangkut. Pembuktiann tersebut dilakukan di Pengadilan 
untuk diputus oleh hakim. 
2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (presumtion of liability) 
Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai 
ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si 
tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan pengangkut, 
maka ganti rugi tidak akan diberikan.
29
 Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab 
ini, dalam doktrin hukum pengangkutan dikenal empat variasi: 
1. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat 
membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya. 
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2. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat 
membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk 
menghindari timbulnya kerugian 
3. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat 
membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya 
4. Pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh 
kesalahan penumpang atau kualitas barang yang tidak baik. 
5. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (presumtion 
nonliability principle) 
Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu 




Prinsip ini lebih diterapkan pada kasus-kasus seperti kasus yang dimana 
apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas yang mempunyai peran aktif dalam 
melakukan pembuktian adalah pihak penggugat. 
Berdasarkan penjelasan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2009, penerapan prinsip ini dapat dilihat dari Pasal 194 ayat (1) yang menyatakan 
bahwa perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang 
diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa 
kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum 
sehingga ia dapat menuntut ganti kerugian yang ia derita. 
                                                             




a. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (strict liability) 
Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip 
tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah 
prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. 




Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis 
pertanggungjawaban Perdata (Civil Liability). Tanggung jawab perdata 
merupakan suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan hukum 
untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.
32
 
B. Tinjauan Umum Perjanjian 
1. Pengertian Perjanjian 
Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata. Dalam pasal 1313 
KUHPerdata dinyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu 
pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Defenisi 
tersebut oleh para Sarjana Hukum dianggap memiliki kelemahan karna disatu 
pihak kurang lengkap dan dipihak lainnya terlalu luas. 
Dianggap tidak lengkap karna hanya merumuskan perjanjian sepihak saja, 
padahal dalam kehidupan sehari-hari disamping perjanjian sepihak juga dapat 
dijumpai suatu perjanjian yang para pihaknya mempunyai hak dan kewajiban. 
Perjanjian inilah yang disebut dengan perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal 
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balik ini juga merupakan perjanjian yang seharusnya tercangkup dalam batasan 
perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut.
33
 
Sebaliknya dikatakan terlalu luas karna perjanjian menurut pasal tersebut 
diartikan sebagai suatu perbuatan, maka segala perbuatan baik yang bersifat 
hukum atau tidak, dapat dimasukkan dalam suatu perjanjian, misalnya perbuatan 
melawan hukum, perwakilan sukarela dan hal-hal mengenai janji kawin.
34
 Atas 
dasar alasan-alasan itulah para sarjana hukum merasa perlu untuk merumuskan 
kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian. 
Lukman Santoso mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa 
ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji 
untuk melaksanakan sesuatu hal.
35
 Sedangkan Abdul Khadir Muhammad 
menyatakan perjanjian adalah persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling 
mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.
36
 
 Selanjutnya kata “perjanjian”  secara umum dapat mempunyai arti yang 
luas dan sempit. Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang 
menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak, termasuk 
didalamnya perkawinan,perjanjian kawin dan lain-lain. Dalam arti sempit 
“perjanjian” disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam 
lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh buku III BW. 
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Hukum perjanjian dibicarakan sebagai bagian dari pada hukum perikatan, 
sedangkan hukum perikatan adalah bagian dari pada hukum kekayaan, maka 
hubungan yang timbul dari para pihak didalam perjanjian adalah hubungan hukum 
dalam lapangan hukum kekayaan. Karna perjanjian menimbulkan hubungan 




Wujud perjanjian dibagi dua jenis yaitu : 
a. Perjanjian tertulis, yaitu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak 
secara tertulis yang berisi kata-kata kesepakatan dalam ikatan 
perjanjian berkaitan dengan tindakan dan harta kekayaan. Perjanjian 
tertulis dapat dijadikan alat bukti dipengadilan dan memiliki kekuatan 
hukum mengikat kepada kedua belah pihak. 
b. Perjanjian tidak tertulis, yaitu perjanjian yang dilaksanakan secara 
lisan. Tidak memiliki kekuatan hukum karna bukti lisan bukanlah alat 
bukti dalam perjanjian. Oleh karna itu, perjanjian lisan sangat 
bergantung pada kejujuran para pihak yang semula menaruh saling 
percaya untuk mengikatkan dirinya dalam melaksanakan perbuatan 
yang berkaitan dengan harta kekayaan.
38
  
 Pada dasarnya perjanjian dapat melahirkan perikatan yang bersifat sepihak 
(dimana hanya satu pihak yang wajib berprestasi). Dengan demikian 
dimungkinkan suatu perjanjian melahirkan lebih dari satu perikatan, dengan 
kewajiban berprestasi yang saling timbal balik. Debitur pada sisi menjadi kreditur 
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pada sisi yang lain pada saat yang bersamaan. Ini adalah karakteristik khusus dari 
perikatan yang lahir dari perjanjian. Pada perikatan yang lahir dari undang-undang 
, hanya ada satu pihak yang menjadi debitur dan pihak lain yang menjadi kreditur 
yang berhak atas pelaksanaan prestasi tersebut.
39
  
2. Asas-asas Perjanjian 
 Asas dalam perjanjian adalah pedoman atau patokan serta menjadi batas 
atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang dibuat sehingga pada 
akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak yang dapat dipaksakan 
pelaksanaannya atau pemenuhannya. Suatu perjanjian dibuat dengan pengetahuan 
dan kehendak bersama dari para pihak, dengan tujuan untuk menciptakan atau 
melahirkan kewajiban pada salah satu atau kedua belah pihak yang membuat 
perjanjian tersebut.  
Dalam menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki 
oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat 
bagi para pihak, oleh KUHPerdata diberikan berbagai asas umun, yang 
merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam 
mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya 
menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan 
pelaksanaan atau pemenuhannya. Berikut ini asas-asas dalam Hukum Perjanjian: 
a. Asas Konsensualisme 
Arti luas konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan 
yang timbul karnanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya 
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kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila 
sudah sepakat mengenai hal yang pokok dan tidaklah diperuntukan suatu 
formalitas. Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu  pada 
umumnya “konsensuil”. Ada kalanya undang-undang mentapkan, bahwa 
untuk sahnya suatu perjanjian itu dilakukan secara tertulis atau dengan 
akta notaris (perjanjian penghibaan barang tetap), tetapi hal yang demikian 
itu merupakan suatu kekecualian. Yang lazim, bahwa perjanjian itu sudah 
sah dalam arti sudah mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan 
mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Jual beli, tukar meukar, 
sewa menyewa adalah perjanjian yang konsensuil.
40
 
b. Asas Kebebasan Berkontrak 
 Hukum perjanjian di indonesia menganut sistem terbuka, hal ini 
berate hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian 
yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, 
ketertiban umum dan kesusilaan.
41
 Dengan diaturnya sistem terbuka, 
maka hukum perjanjian menyiratkan asas kebebasan berkontrak yang 
dapat disimpulkan dari pasal 1338 (1) KUHPerdata yang menjelaskan 
bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
c. Asas Itikad Baik 
 Pasal 1338 ayat (3) BW menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian 
harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam Kamus Besar Bahasa 
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Indonesia, yang dimaksud dengan itikad baik adalah “kepercayaan, 
keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik). Wirdjono 
Prodjodikoro memberikan batasan itikad baik dengan istilah “dengan 
jujur” atau “secara jujur”.42 
d. Asas Pacta Sunt Servanda 
 Pacta Sunt Servanda berati bahwa “Perjanjian itu mengikat”. 
dalam hal ini, kalau sebelum berlakunya perjanjian berlaku asas 
kebebasan berkontrak, dalam arti bahwa para pihak bebas untuk 
mengatur sendiri apa-apa saja yang mereka ingin masukkan kedalam 
perjanjian, maka setelah perjanjian ditandatangani atau setelah 
berlakunya suatu perjanjian, maka para pihak sudah tidak lagi bebas, 
tetapi sudah terikat terhadap apa-apa yang mereka telah tentukan 
dalam perjanjian tersebut. Keterikatan para pihak terhadap suatu 
perjanjian yang telah mereka buat tersebut cukup kuat, sama 
kekuatannya dengan suatu undang-undang yang dibuat oleh parlemen 
bersama-sama dengan pemerintah. Ketentuan seperti ini diatur dalam 
pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata Indonesia.
43
 
e. Asas  keseimbangan 
 Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan 
perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas  
persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan 
jika diperlukan dapat menuntut perlunasan prestasi melalui kekayaan 
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debitur, namun debitur memikul pula beban untuk melaksanakan 
perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini kedudukan 
debitur yang kuat seimbang dengan kewajibannya untuk 




3. Syarat-Syarat Sah Perjanjian 
 Dalam membuat perjanjian para pihak dapat memuat segala macam 
perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Buku 
III KUH Perdata, akan tetapi asas kebebasan berkontrak yang bukan berarti boleh 
memuat perjanjian secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu 
untuk syahnya perjanjian. Maksud kebebasan berkontrak bebas untuk menentukan 
isi dan macamnya perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-
undang, kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Dengan kata 
lain, para pihak membuat perjanjian tersebut dalam keadaan bebas dalam arti tetap 
selalu dalam ruang gerak yang dibenarkan atau sesuai dengan ketentuan hukum 
yang berlaku. 
Di dalam Hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur di 
dalam pasal  1320 KUHPerdata atau pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) 
Belanda. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian. 
yaitu: 
a. Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak  
Syarat yang pertama adalah adanya kesepakatan atau consensus para 
pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang 
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dimaksud dengan kesepakatan adalah persesusian pernyataan kehendak antara 
satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah 
pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat / diketahui orang lain. 
Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan: 
1) Bahasa yang sempurna dan tertulis  
2) Bahasa yang sempurna secara lisan  
3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. 
Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan 
dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak 
lawannya. 
4)  Bahasa isyarat awal asal dapat diterima lawannya 
5)  Diam dan membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak 
lawan 
Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu 
dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan tertulis. Tujuan pembuatan 
perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para 




Dengan dilakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka kedua 
belah pihak mempunyai kebebasan kehendak. Masing-masing pihak tidak 
mendapat tekanan atau paksaan yang mengakibatkan adanya cacat bagi 
perwujudan kehendak tersebut. 
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b. Kecakapan Bertindak 
 Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk 
melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang 
akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang mengadakan 
perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang 
untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh 
undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan 
perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan 
adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak 
berwenang melakukan perbuatan hukum adalah : 
1) Anak dibawah umur, dalam hal ini anak-anak dianggap tidak cakap 
untuk melakukan perjanjian.  
2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan 
3) Istri, tercantum dalam pasal 1330 KUH Perdata. Akan tetapi dalam 
perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, 
sebagaimna diatur dalam pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. 
SEMA No. 3 Tahun 1963.
46
 
c.  Adanya Objek Perjanjian 
 Mengenai adanya objek perjanjian, sebagai syarat ketiga untuk 
sahnya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek 
perjanjian yang jelas. sesuai pasal 1313 ayat (1) BW menyatakan 
bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai suatu pokok yang 
paling sedikit ditetapkan jenisnya. Ayat (2) Menyatakan tidaklah 
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menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak ditentukan atau dihitung. 
Maksud dari pasal 1313 BW tersebut adalah barang yang dijadikan 
objek perjanjian harus tertentu dan jelas atau setidak-tidaknya harus 
ditentukan jenisnya. 
d. Adanya Kausa yang halal 
 Pasal 1320 ini menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi 
untuk melahirkan suatu perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai 
pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif 
maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau 
yang biasa disebut syarat objektif.
47
 
C. Tinjauan Umum Gadai 
1. Pengertian Gadai 
 Di dalam hukum perdata dikenal hak kebendaan yang bersifat memberi 
kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Hak 
kebendaan yang bersifat memberi jaminan itu salah satunya adalah gadai.
48
 
Mengenai gadai diatur dalam Buku II Bab 20 Pasal 1150 KUH Perdata yang mana 
definisi gadai adalah: 
Gadai adalah suatu hak yang diperoleh penerima gadai atas suatu barang 
bergerak, yang diberikan kepadanya oleh pemberi gadai atau orang lain atas 
namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan 
kepada penerima gadai untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut terlebih 
dahulu dari penerima gadai-penerima gadai lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk 
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melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara 
benda-benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan. 
 Dari defenisi gadai dalam Pasal 1150 KUHPerdata jelas terlihat bahwa 
gadai adalah suatu hak atas benda bergerak milik orang lain, yang tujuannya 
hanya sebagai jaminan tertentu bagi suatu pemenuhan suatu tagihan dari macam 
apapun. Jadi benda itu merupakan jaminan pelunasan bagi pemenang gadai.  
Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka unsur-unsur atau elemen 
pokok gadai yaitu: 
1) Gadai adalah jaminan untuk pelunasan utang  
2) Gadai memberikan hak didahulukan atau hak preferent pelunasan 
hutang kepada debitur tertentu terhadap kreditur lainnya  
3) Objek gadai adalah barang bergerak  
4) Barang bergerak yang menjadi obyek gadai tersebut diserahkan kepada 
debitur (dalam kekuasaan kreditur) 
Dari ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata dapat dilihat bahwa para pihak 
yang terlibat dalam perjanjian gadai, ada 2 (dua), yaitu pihak berutang (pemberi 
gadai/debitur) dan pihak berpiutang (penerima gadai/kreditur).
49
 Defenisi gadai 
dalam Pasal 1150 dapat dikatakan bahwa gadai merupakan perjanjian riil, yaitu 
perjanjian yang disamping kata sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata (dalam 
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a. Syarat Sah Perjanjian Gadai 
Secara umum syarat sah gadai adalah sebagai berikut:
51
 
1) Harus ada perjanjian gadai 
Hak gadai di dasarkan atas suatu persetujuan antara si berpiutang 
dengan si pemberi gadai yang biasanya adalah perjanjian pinjam uang 
dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan.
52
 
Bentuk perjanjian itu tidak di syaratkan apa-apa dalam KUHPerdata. 
Persetujuan atau perjajian gadai (pand-overeenkomst), berdasarkan 
ketentuan Pasal 1151 KUHPerdata menyatakan bahwa persetujuan gadai 
dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian 
persetujuan pokoknya.  
2) Benda gadai harus di serahkan pemberi gadai kepada pemegang gadai 
Walaupun perjanjian atau persetujuan gadai (pand-overeenkomst) 
telah dilakukan, hak gadai belum terbentuk secara otomatis. Hak gadai bisa 
terjadi jika barang gadai sudah diserahkan ke tangan si pemegang gadai. Hal 
ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdata 
yang menyatakan bahwa hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas 
piutang- piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di 
bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga tentang siapa telah 
disetujui oleh kedua belah pihak. Tidak sah jika hak gadai atas segala benda 
yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, 
atau pun yang kembali atas kemauan siberpiutang.Titik berat terjadinya 
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gadai adalah barang harus dilepaskan dari kekuasaan si pemberi gadai. Cara 
penyerahan benda gadai berbeda-beda, tergantung kepada jenis benda 
gadainya. Jika benda gadai berwujud atau bertubuh maka dapat dilakukan 
penyerahan secara fisik atau secara nyata sesuai dengan ketentuan Pasal 
1152 ayat (2) KUHPerdata. Sedangkan terhadap benda gadai bergerak tidak 
berwujud atau bertubuh, yang berupa macam-macam hak tagihan, maka 
penyerahannya dilakukan dengan surat-surat piutang sebagaimana diatur 
dalam Pasal 1152 dan Pasal 1153KUHPerdata. 
2. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi gadai 
a. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai 
1) Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat 
memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan 
harta benda gadai (marhun) dapat digunakan untuk melunasi 
pinjaman (marhun bih) dan sisanya dikembalikan kepada rahin. 
2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah 
dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai 
(marhun). 
3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai 
berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi 
gadai (nasabah/rahin). 
Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus 




1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya 
harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya. 
2) Penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai untuk 
kepentingan pribadinya.  
3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi 
gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai. 
b. Hak dan Kewajiban Pemberi gadai (Rahin) 
1) Pemebri gadai (rahin) berhak mendapat pengembalian harta benda 
yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman hutangnya.  
2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau 
hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan 
oleh kelalaian penerima gadai.  
3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda 
gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.  
4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai 
penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadai. 
Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban 
yang harus dipenuhinya, yaitu: 
1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah 
diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, 




2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda 
gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi 




D. TINJAUAN UMUM JAMINAN   
1. Pengertian Jaminan  
Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu 
zekerheid atau cautie. Zekerheid atau cautie mencakup secara umum cara- cara  
kreditor menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggunganjawab  
umum debitor terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga 
dengan agunan. Istilah agunan dapat di lihat di dalam Pasal 1 angka (23) Undang - 
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu agunan adalah :  
"Jaminan tambahan diserahkan debitor kepada bank dalam rangka mendapatkan 
fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkann prinsip syariah.” 
Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan  
ini diserahkan oleh debitor kepada bank. Jadi unsur-unsur dari agunan adalah :  
a. Jaminan tambahan;  
b. Diserahkan oleh debitor kepada bank;  
c. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.  
Hartono Hadisoeprapto dan M.Bahsan berpendapat, bahwa yang dimaksud 
dengan jaminan adalah :  
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"Sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa 
debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul  
dari suatu perikatan”54  
Jadi komponen dari jaminan atas definisi di atas adalah :  
a. Pemenuhan kewajiban kepada kreditor;  
b. Wujud dari jaminan harus dapat dinilai dengan uang  
c. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara debitor dengan kreditor.  
Istilah yang digunakan oleh M.Bahsan adalah jaminan. la berpendapat 
bahwa jaminan adalah "Segala sesuatu yang diterima kreditor dan diserahkan 
debitor untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat”55  
Alasan digunakan istilah jaminan adalah :  
a. Telah lazim digunakan dalam bidang Ilmu Hukum dalam hal ini berkaitan 
dengan penyebutan-penyebutan seperti hukum jaminan,lembaga jaminan, 
jaminan kebendaan, jaminan perorangan, hak jaminan dan sebagainya. 
b. Telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang 
lembaga jaminan, seperti yang tercantum dalam Undang- Undang-Undang Hak 
Tanggungan dan Jaminan Fidusia.  
Pada dasarnya, jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 
Jaminan materil (kebendaan) adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu 
benda yang mempunyai ciri-ciri dan mempunyai hubungan langsung atas benda 
tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan 
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dapat dialihkan. Jaminan inmateril (perorangan) adalah jaminan yang 
menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat 
dipertahankan terhadap harta kekayaan debitor pada umumnya.
56
 Jaminan 
kebendaan dapat dilakukan pembebanan dengan :  
1. Gadai (pand), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata;  
2. Hipotek, yang di atur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata;  
3. Creditverband, yang diatur dalam Stb.1908 Nomor 542 sebagaimana telah di 
ubah dengan Stb.1937 Nomor 190;  
4. Hak Tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996;  
5. Jaminan Fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 
1999.  
Sedang yang termasuk jaminan perorangan adalah :  
1. Penanggung (borg) adalah orang lain yang dapat ditagih;  
2. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng;  
3. Perjanjian garansi. 
Dari kedelapan jenis jaminan tersebut diatas yang masih berlaku adalah :  
1. Gadai  
2. Hak Tanggungan  
3. Jaminan Fidusia  
4. Borg  
5. Tanggung-menanggung  
6. Perjanjian garansi  
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Sedangkan hipotik dan creditverband sudah tidak berlaku lagi, karena 
telah dicabut dengan UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas 
Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.  
Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijaminkan pada 
lembaga perbankan ataupun lembaga keuangan nonbank, namun benda yang 
dapat dijaminkan adalah benda-benda yang harus memenuhi syarat-syarat 
tertentu.   
Syarat-syarat benda jaminan yang baik dan lazim digunakan adalah :
57
 
1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang 
memerlukannya;  
2. Tidak melemahkan potensi (kekuasaan) si pencari kredit untuk melakukan atau 
meneruskan usahanya;  
3. Memberikan kepastian kepada si kreditor, dalam arti bahwa barang jaminan 
setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat dengan mudah untuk  
diuangkan guna melunasi utangnya si penerima (pengambil) kredit.  
2. Kedudukan dan Manfaat Jaminan  
Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam 
menunjang pembangunan ekonomi. Karena keberadaan lembaga ini dapat 
memberikan manfaat bagi kreditur maupun debitur. Manfaat bagi kreditur ialah :  
1. Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup  
2. Memberikan kepastian hukum bagi kreditur  
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Bagi debitur dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas 
kredit dari bank dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya. Keamanan 
modal adalah dimaksudkan untuk kredit atau modal yang diserahkan oleh kreditur 
kepada debitur tidak merasa takut atau khawatir tidak dikembalikannya modal 
tersebut. Memberikan kepastian hukum dan memberikan kepastian bagi pihak 
kreditor maupun debitur. Kepastian bagi kreditur adalah kepastian untuk 
menerima pengembalian pokok kredit dan bunga dari debitur. Sedangkan bagi 
debitur adalah kepastian untuk mengembalikan pokok kredit dan bunga yang 
ditentukan. Di samping itu, bagi debitur adalah adanya kepastian berusaha, karena 
dengan modal yang dimilikinya dapat mengembangkan bisnisnya lebih lanjut. 
Apabila debitur tidak mampu dapat mengembalikan pokok kredit dan bunga, bank 
atau pemilik modal dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan. Nilai 
benda jaminan biasanya pada saat dilakukan taksiran nilainya lebih tinggi, jika 
dibandingkan pokok dan bunga yang tertunggak.
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Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi dua (2)  
macam, yaitu :  
1. Perjanjian pokok yaitu perjanjian yang melahirkan utang piutang antara debitor 
dan kreditor, perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan 
fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank.  
2. Perjanjian accesoir; Perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan 
perjanjian pokok. Misal perjanjian accesoir ini adalah perjanjian pembebanan 
                                                             
58 Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia. ( 




jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan, dan fidusia. Jadi sifat perjanjian 
accesoir, yaitu mengikuti perjanjian pokok.  
Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas dinyatakan bahwa 
jaminan fidusia merupakan perjanjian assesoir dari suatu perjanjian pokok yang 
menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang 
berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang 
dapat dinilai dengan uang, maka sebagai perjanjian assesoir, perjanjian jaminan 
fidusia memiliki sifat sebagai berikut :  
a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok; 
b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian 
pokok;  
c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika 
ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak 
dipenuhi.  
Perjanjian jaminan fidusia hanya merupakan perjanjian assesoir. Biasanya 
dalam memberikan pinjaman uang, kreditor mencantumkan ketentuan bahwa 
debitor dan kreditor secara bersama-sama, berkewajiban untuk menyerahkan 
barang-barang tertentu kepada kreditor (sebagai penerima fidusia), untuk 
menjamin pelunasan seluruh utang debitor tersebut.
59
 
Hubungan hukum antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia adalah 
hubungan perikatan yang sumbernya adalah perjanjian. Berdasarkan hubungan 
ini, kreditor berhak untuk menuntut penyerahan barang jaminan (secara 
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constitutum possessorium) dari debitor, yang berkewajiban memenuhinya. Jadi 
perikatan jaminan fidusia merupakan perikatan untuk memberikan sesuatu, karena 
debitor menyerahkan suatu barang (secara constitutum possessorium) kepada 
kreditor. Perikatan penjaminan fidusia merupakan perikatan dengan syarat batal, 
karena kalau utangnya dilunasi maka hak jaminannya hapus.  
Perjanjian pembebanan jaminan dapat dilakukan dalam bentuk lisan  
maupun dalam bentuk tertulis. Perjanjian jaminan dalam bentuk lisan, biasanya  
dilakukan dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Salah satu anggota masyarakat 
yang kurang mampu membutuhkan pinjaman uang kepada salah seorang 
masyarakat yang tingkat ekonominya lebih tinggi. Pinjaman seperti ini biasanya 
dilakukan cukup secara lisan. Misalnya, A ingin mendapatkan pinjaman dari B, 
maka A cukup menyerahkan surat tanahnya kepada B. Setelah surat tanah 
diserahkan, maka uang pinjaman diserahkan oleh B kepada A. Sejak terjadinya 
konsensus di antara kedua belah pihak itulah saat terjadinya perjanjian 
pembebanan jaminan. Sedangkan perjanjian pembebanan jaminan dalam bentuk 
tertulis, biasanya dilakukan dalam dunia perbankan, lembaga keuangan nonbank 
maupun oleh lembaga pegadaian. Perjanjian pembebanan ini dilakukan dalam 
bentuk akta di bawah tangan dan atau autentik. Biasanya perjanjian pembebanan 
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3. Pengertian Jaminan Fidusia  
Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu fiducie, sedangkan dalam 
bahasa Inggris disebut fiduciary transfer of ownership, yang artinya kepercayaan. 
Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah eigendom 
overdract (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Di dalam 
Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 
Fidusia pengertian fidusia adalah "Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas 
dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya 
dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”. Yang diartikan 
dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari 
pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat 
bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.  
Sedangkan menurut A Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia 
adalah:   
 "Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitor), berdasarkan 
adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditor, akan 
tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise-levering dan 
hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang 
debitor), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitor, tetapi bukan lagi 
sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau 
houder dan atas nama kreditor-eigenaar”61 
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4. Peranan Jaminan Fidusia  
Latar belakang timbulnya lembaga fidusia, sebagaimana dipaparkan oleh 
para ahli adalah karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga 
pand (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan 
masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat
62
 
Kekurangan dan hambatan yang terkandung dalam gadai (pand) meliputi :  
a. Adanya asas inbezitstelling; Asas ini, mensyaratkan bahwa kekuasaan atas 
bendanya harus pindah/berada pada pemegang gadai, sebagaimana yang di 
atur di dalam Pasal 1152 KUH Perdata. Ini merupakan hambatan yang 
berat bagi gadai atas benda-benda bergerak berujud, karena pemberi gadai 
tidak dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya. 
Terlebih jika benda tanggungan tersebut kebetulan merupakan alat yang 
penting untuk mata pencaharian sehari- hari, misalnya bus atau truk-truk  
bagi perusahaan angkutan, alat-alat rumah makan, dan lain sebagainya. 
Mereka di samping memerlukan kredit, masih memakai benda tersebut 
sebagai alat untuk bekerja. 
b. Gadai atas surat-surat piutang; Kelemahan dalam pelaksanaan gadai atas  
surat-surat piutang ini karena :  
1) Tidak adanya ketentuan tentang cara penarikan dari piutang-piutang 
oleh si pemegang gadai; 
2) Tidak adanya ketentuan mengenai bentuk tertentu bagaimana gadai itu 
harus dilaksanakan, misalnya mengenai cara pemberitahuan tentang 
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adanya gadai piutang-piutang tersebut kepada si debitor surat utang, 
maka keadaan demikian tidak memuaskan bagi pemegang gadai. Dalam 
keadaan demikian, berarti finansial si pemberi gadai menyerahkan diri 
sepenuhnya kepada debitor surat piutang tersebut, hal mana dianggap 
tidak baik dalam dunia perdagangan;  
3) Gadai kurang memuaskan, karena ketiadaan kepastian berkedudukan 
sebagai kreditor terkuat, sebagimana tampak dalam hal membagi hasil 
eksekusi, kreditor lain, yaitu pemegang hak previlege dapat 
berkedudukan lebih tinggi dari pemegang gadai.  
Dengan demikian dengan adanya berbagai kelemahan di atas, 
mengakibatkan timbulnya lembaga baru, yaitu fidusia. Pada awal 
perkembangannya di negara Belanda mendapat tantangan yang keras dari 
yurisprudensi, karena dianggap menyimpang dari ketentuan Pasal 1152 ayat (2) 
KUH Perdata. Tidak memenuhi syarat tentang harus adanya causa yang 
diperkenankan. Namun dalam perkembangannya Arrest Hoge Raad 1929, 
tertanggal 25 Januari 1929 mengakui sahnya figur fidusia. Arrest ini terkenal  
dengan Bierbrouwerij Arrest. Pertimbangan yang diberikan oleh Hoge Raad lebih 
menekankan pada segi hukumnya daripada segi kemasyarakatannya. Hoge Raad 
berpendapat perjanjian fidusia bukanlah perjanjian gadai dan tidak terjadi 
penyimpangan hukum P.A Stein berpendapat bahwa :  
Adanya sejumlah arrest dari Hoge Raad yang mengakui adanya lembaga 




Hoge Raad memberikan keputusan-keputusan dan pertimbangan pertimbangan 
sebagai berikut :  
a. Fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang mengenai 
gadai karena di situ tidak dilakukan perjanjian gadai;  
b. Fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang mengenai hak 
jaminan bersama bagi kreditor, karena ketentuan mengenai hal tersebut 
berlaku bagi semua benda-benda bergerak maupun benda tetap dari debitor, 
sedangkan fidusia justru benda bukan haknya debitor;  
c. Dari ketentuan mengenai gadai sama sekali tidak dapat disimpulkan adanya 
maksud pembentuk Undang-Undang bahwa sebagai jaminan utang hanya 
dimungkinkan benda-benda bergerak yang tidak boleh berada pada tangan 
debitor; 
d. Fidusia merupakan alas hak untuk perpindahan hak milik sebagimana yang 
dimaksud dalam Pasal 639 BW (Pasal 584 KUH Perdata);  
e. Namun demikian, kemungkinan perpindahan hak tersebut semata-mata hanya 
dimaksudkan sebagai pemberian jaminan, tanpa penyerahan nyata dari 
barangnya dan perpindahan hak demikian tidak memberikan semua akibat-
akibat hukum sebagaimana yang berlaku pada perpindahan hak milik yang 
normal. Di Indonesia, lembaga fidusia lahir berdasarkan Arrest 
Hoggerechtshof 18 agustus 1932 (BPM-Clynet Arrest). Lahirnya arres ini 
karena pengaruh asas konkordansi. Lahirnya Arres ini dipengaruhi oleh 








Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha 
atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas 
dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan; bahwa Jaminan Fidusia 
sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada 
yurisprudensi dan belum di atur dalam peraturan perundang-undangan secara 
lengkap dan komprehensif; bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat 
lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta 
mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka 
perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan 
tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Ketiga hal tersebutlah 
yang melandasi perlu dibentuknya Undang-undang tentang Jaminan Fidusia yang 
sudah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 
1999.
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 Berdasarkan uraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis menarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bentuk pertanggung jawaban Pegadaian Syariah terhadap kerusakan atau 
hilangnya barang jaminan adalah dengan memberikan ganti kerugian 
sebesar 95% dari nilai taksiran barang. Pegadaian Syariah dapat 
menggantinya dalam bentuk nominal atau diganti barang yang sama sesuai 
dengan kesepakatan nasabah dan pihak pegadaian. Pertanggungjawaban 
Pegadaian dapat dipastikan karena barang jaminan nasabah diasuransikan 
pihak Pegadaian. 
2. Akibat hukum  dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang timbul oleh 
adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. Mengenai 
batalnya perjanjian yaitu suatu perjanjian dibuat dengan tidak memenuhi 
syarat-syarat yang telah disepakati, maka bisa berkaitan kepada batalnya 
perjanjian. Pembatalan bisa dibedakan menjadi 2 (dua) terminologi yang 
memiliki konsekuensi yuridis, yaitu: Null and Void, syarat objektif tidak 
dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum dan Voidable, bila salah satu 
syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjiannya batal bukan demi hukum, 





Berkenaan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Kepada pihak Pegadaian diharapkan agar lebih waspada lagi setelah 
kejadian hilangnya barang jaminan gadai nasabah, dan agar lebih 
mensosialisasikan mengenai produk-produk dan keberadaannya kepada 
masyarakat yang lebih luas. Sehingga masyarakat akan lebih mengenal 
Pegadaian Syari’ah. Selain itu juga, hendaknya memberikan informasi 
kepada nasabah bahwa barang jaminan di Pegadaian diasuransikan. 
2. Kepada nasabah diharapkan agar selalu meminta penjelasan kepada pihak 
Pegadaian baik dalam tata cara pelunasan, perjanjian gadai ataupun 
terhadap keamanan barang jaminan yang dititipkan, agar nantinya jika 
terjadi hal yang diluar kemampuan pihak pegadaian nasabah bisa 
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